
 
BUPATI SIDOARJO 

 
PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR:  28  TAHUN 2007 
 

TENTANG 
 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 

Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2007 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu memberikan 
tambahan penghasilan ;  

 b.   bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Pemerintah Daerah dapat 
memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil 
berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan 
kemampuan daerah ;  

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 
2007;  

 1.  Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur junto 
Undang­ Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;  

 
 
 



 
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Atas Undang­ Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890) ;  

 3.   Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851);  

 4.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

 5.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355);  

 6.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;  

 7.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;  

 8.  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang­ Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang­ Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;  

 9.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;  

 
 



  10.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575) ; ·  

  11 .  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian  
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;  
  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575) ;  

  13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah;  

  14.  Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2002 
Pokok­ Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002 Nomor 11 Seri C) ;  

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 
1 Seri A);  

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PEMBERIAN 
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl 
LINGKUNGAN  PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 
ANGGARAN 2007.  

 
Pasal 1 

 

Pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo didasarkan . pada belurn 
tersedianya uang makan pada Tahun Anggaran 2007.  

 
 
 
 
 
 
 



Pasal  2 
 

 (1)  Tambahan penghasilan diberikan dalam bentuk uang dan diberikan 
satu kali dalam Tahun Anggaran 2007 ;  

 (2)  Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan 
PPH pasal 21 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  

 
Pasal  3 

 

Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan tambahan penghasilan 
adalah Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam Daftar Gaji Bulan 
Desember 2007 yang dikeluarkan masing-masing Satuan Kerja 
Perangkat Daerah .  

 
Pasal 4 

 

Tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp. 
600.000,00 (enam ratus ribu) per orang.  

 
Pasal 5 

 

Pembiayaan Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri 
Sipil dibebankan pada Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2007.  

 
Pasal 6 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sidoarjo.  

 

Ditetapkan di S I D 0 A R J 0  
pada tanggal   6  Desember 2007  
 
        ttd 
 
H. WIN HENDRARSO  

 

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR : 28 TAHUN 2007 


